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persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan baik dan lancar. 
Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar 
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pencari cahaya penembus kejahilan gelap gulita. Sehingga, atas dasar cinta kepada 
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kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik 
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ABSTRAK 
 
Nama  : MUH. ARSYAD 
NIM  : 1050011212 
Jurusan  : Ilmu Hukum 
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari 
Perempuan Yang Belum Dewasa Yang Dilakukan Oleh Anak 
Nomor: 99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS 
 
 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas masalah tindak pidana 
Terhadap Membawa Lari Perempuan Yang Belum Dewasa Yang Dilakukan Oleh 
Anak Nomor: 99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS.Hal ini dilatarbelakangi oleh 
pentingnya penentuan dan peran seseorang dalam suatu tindak pidana yang sering 
terjadi dalam realitas masyarakat. 
Tujuan penulisan ini adalah 1). Untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap kasus tindak pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa 
yang dilakukan oleh anak. 2). Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim 
dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus tindak pidana membawa lari 
perempuan yang belum dewasa yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Makassar.3) Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap 
Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana membawa lari perempuan yang belum 
dewasa dilakukan oleh anak. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metodelogi 
yaitu: 1) Wawancara dengan Para hakim yang menangani perkara yang diuraikan 
dalam latar belakang. 2) Analisis data yaitu penulis menggunakan analisis data 
kualitatif, yang mana penulis menggunakan deskriptif  kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) penerapan hukum pidana materil 
dalam putusan Nomor: 99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS telah sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 332 ayat (1) 
ke-1 KUHP, Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa memiliki 
banyak pertimbangan, mulaidari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya 
seluruh unsur-unsur dakwaan penuntut umum sehingga dinyatakan bersalah, serta 
hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus mem 
pertanggung jawabkan perbuatannya. (2) pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana membawa lari perempuan yang belum 
dewasa yang dilakukan oleh anak ialah karena terdakwa masih dibawah umur dan 
dengan memperhatikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, yang menyarankan 
agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa masih 
anak-anak, tidak meresahkan masyarakat, dan terdakwa telah berjanji untuk tidak 
mengulangi lagi dengan masalah hukum. (3). Pandangan Hukum Islam Terhadap 
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Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana membawa lari perempuan yang belum 
dewasa dilakukan oleh anak ialah Pidana itu harus memberikan manfaat Agar pelaku 
yang dijatuhkan pidana Menjadi Takut untuk melakukan lagi tindak pidana, dan juga 
agar dapat mencegah masyarakat melakukan tindak pidana, yang dimana dalam 
Hukum Ta’zir  Hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam 
AL-QUR’AN dan Hadist yang bentuknya sebagai Hukuman Ringan diperuntukkan 
bagi seseorang  yang melakukan jinayah/kejahatan yang belum memenuhi syarat 
untuk dihukum, tidak memenuhi syarat membayar diyat/denda sebagai hukum ringan 
untuk menebus dosa nya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat 
manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termaksud 
menjamin perlindungan anak karena anak juga  memiliki hak-hak yang termaksud 
dalam hak asasi manusia. Agar setiap anak kelak mamu memikul tanggung jawab 
sebagai generasi penerus bangsa, maka anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya 
untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,  baik  mental, fisik maupun sosial. 
Maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa ada 
diskrirninasi (Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak). 
Jika kita menghitung-hitung berapa jumlah  keistimewaan wanita dalam 
Islam, tak kan terhitung memang. Namun ada beberapa yang kita ketahui dari 
beberapa ilmu yang didapatkan. Kita saling berbagi dan saling memberi ilmu serta 
pendidikan bagi kaum muslimah khususnya. Ketahuilah, bahwa Islam telah 
memuliakan wanita. 
Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin 
pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.  Anak memiliki  peran stategis dan 
mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi  bangsa dan 
negara. Negara kesatuaan Republik Indonesia menjamin  kesejahteraan  tiap-tiap 
warga negaranya,  termaksud perlindungan terhadap hak asasi anak. Anak adalah 
amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa,  yang di dalamnya  melekat  harkat dan 
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martabat sebagai anak seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas potensi, dan generasi 
mudah penerus cita-cita perjuangan bangsa.1 
Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan 
melanjutkan eksistensi  suatu bangsa, dalam hal ini adalah Bangsa Indonesia. Namun 
pada akhir-akhir ini biasa terdapat suatu tindak pidana membawa lari anak di bawah 
umur. Hal ini merupaka ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak. Tindak 
pidana membawa lari anak perempuan yang belum dewasa  merupakan tindak pidana 
yang biasa terjadi di masyarakat pada saat ini, yang lebih memprihatinkan lagi 
pelakunya  anak anak. Sejak zaman tradisional hingga zaman modem seperti saat 
sekarang ini, kejahatan melarikan perempuaan   dibawah umur  terus terjadi, ada yang 
merumuskan tindak  pidana  ini sebagai "Melarikan perempuaan di bawah umur ", 
ada juga yang memakai frasa " melarikan perempuaan yang belum dewasa ".   
Apapun istilahnya, yang pasti dalam rumusan itu adalah perbuatan melarikan 
seorang perempuaan yang usianya belum mencapai usia dewasa. Kejahatan schacing 
itu diatur dalam pasal 332 ayat (1)  KUHP. Tindak pidana  ini adalah delik  aduan. 
Secara leksikal, schaking berasal dari kata kerja schaken yang berarti "menculik gadis 
atau wanita ". 
Dalam  penegakan  sanksi,tentu  tidak  terlepas  dari  ketelitan  sang  penegak 
hukum selama proses peradilan, demi mewujudkan suatu asas presempution of 
innocence atau praduga tak bersalah. Hal ini berarti setiap orang yang disangka, 
ditangkap, ditahan  dan  dihadapkan  di  muka  pengadilan  masih  dianggap benar 
sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan bersifat hukum 
                                                           
1 Sumarni E, Perlindungan Terhadap Anak di Bidang Hukum( Yogyakarta: Uviversitas Atma 
Jaya, 2000),  42. 
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tetap. Oleh  sebab itu, sangat dibutuhkan pentingnya ketelitian  sang penegak hukum 
di dalam proses peradilan. 
Salah satu hal yang harus mendapat perhatian serius dari para penegak hukum 
kita  adalah tindak  pidana  membawa  lari  perempuan  yang  belum  dewasa  yang 
dilakukan oleh anak yang menjadi bahan kritisi bagi kita terhadap kinerja lembaga 
peradilan, dapat kita lihat dari kasus berikut. 
Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam  13.00 
Wita  atau setidak-tidaknya  pada  bulan  Mei 2015 bertempat di Jalan  Sanrangan   
Kec. Biringkanaya Kota Makassar, atau  setidak-tidaknya pada tempat  lain yang  
masih termaksud dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang 
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,  terdakwa  telah  membawa  pergi  
seorang wanita, yang belum dewasa, tanpa di kehendaki orang tuanya atau walinya 
tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan 
terhadap wanita  itu, baik  di dalam maupun  di luar perkawinan, hal mana  
dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. 
Bahwa awalnya peristiwa ini terjadi pada hari Minggu tanggal  18 Mei 2015 
sekitar jam 11.30 WITA,  saksi Amelia Ashari bersama temannya Nur Anisa Amir 
datang ke rumah kost terdakwa, dan pada saat itu yang bersamaan teman terdakwa 
yang bernama Kamal akan pulang ke kampungnya di Takalar, sehingga pada saat itu 
saksi korban dan temannya yang bemama Anisa meminta untuk ikut ke Takalar, akan 
tetapi lelaki Kamal melarang dengan mengatakan " Jangan  sampai di cariki sama 
orang tuamu  ",  sehingga saksi korban menjawab "  Tidakji kalau sampai sore di 
Takalar ", sehingga pada saat itu juga lelaki kamal menyetujui saksi korban ikut ke 
Takalar. 
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Bahwa  setelah  saksi korban di perbolehkan  ikut ke Takalar,  saksi korban 
kemudian berangkat ke Takalar dengan di bonceng oleh terdakwa, sedangkan teman 
saksi korban yang bemama Nur Anisa di bonceng oleh lelaki teman Chairil Iksan. 
Bahwa  setelah  sampai  di  Kab.  Takalar  sekitar jam   15.30,   saksi  korban, 
terdakwa, dan perempuan Nur Anisa dan lelaki Chairil Iksan  langsung ke rumah 
lelaki  Kamal  untuk acara  bakar  ikan,  dan malam  harinya  saksi  korban  bersama 
dengan terdakwa, perempuan Nur Anisa dan lelaki Chairil  Iksan tidur  menginap di  
rumah lelaki   Kamal, dengan   bersama - sama   tidur   di   ruang   tidur   tamu,  dan  
pada  saat tidur di ruang terdakwa hendak menyetubuhi saksi korban, namun tidak 
jadi karena saksi korban malu di dengar oleh temannya sehingga pada saat  itu saksi 
korban hanya dipeluk dan dicium. 
Bahwa  keesokan harinya sekitar jam  11.30 Wita saksi korban pulang dari 
Takalar, dan  setelah  sampai di Makassar,  saksi  korban  tidak  langsung pulang  ke 
rumahnya akan tetapi,  saksi korban di antar oleh terdakwa ke rumah neneknya di 
Mandai Kah. Maros, dan pada malam harinya Senin tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 
21.00 Wita,  saksi korban pulang ke rumahnya di Jalan Bulukumba VII Makassar 
dengan di antar oleh tantenya yang bernama Dewi. 
Bahwa setelah terdakwa membawa saksi korban pergi sejak hari Minggu 
tanggal  18 Mei 2015 ke Takalar sampai pada hari Senin tanggal 19 Mei 2015 ke 
Mandai Kab.  Maros, terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya bersama 
saksi korban kepada orang tua saksi korban. 
Berdasarkan hal di atas, maka menjadi alasan bagi penyusun untuk meneliti 
tentang bagaimana perapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana membawa 
lari perempuan yang belum dewasa yang dilakukan oleh anak serta pertimbangan 
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hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus tindak pidana 
membawa lari perempuan yang belum dewasa di PN Makassar yang dirurnuskan 
dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
MEMBAWA LARI PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA YANG 
DILAKUKAN OLER ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 99/Pid. Sus. 
Anak/2015/PN. MKS).       
B. Fokus Penelitian 
Dalam Penelitan ini, yang menjadi fokus permasalahan yakni mengenai 
penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak   pidana   membawa    lari 
perempuaan yang belum  dewasa yang dilakukan  oleh anak dan pertimbangan  
hukum oleh hakim dalam  menjatuhkan sanksi  pidana terhadap  kasus tindak  pidana 
membawa lari perempuaan yang belum dewasa yang dilakukan  oleh anak. Serta 
bagaimana pandangan hukum islam terhadap pemidanaan bagi pelaku tindak pidana 
membawa lari perempuan yang belum dewasa yang dilakukan oleh anak. 
C. Rumusan Masalah 
 Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas, maka penulis 
merumuskan   permasalahan   sebagai  berikut  : 
1. Bagaimanakah penerapan Hukum  pidana  materil  terhadap  kasus  tindak  
pidana membawa  lari  perempuaan  yang belum  dewasa  yang dilakukan  
oleh anak ? 
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh hakim dalam  menjatuhkan  sanksi 
pidana  terhadap  kasus tindak  pidana  membawa  lari perempuaan  yang  
belum dewasa  yang dilakukan oleh  anak di PN Makassar. 
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3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap pemidanaan bagi pelaku tindak  
pidana membawa  lari perempuan  belum dewasa  dilakukan  oleh anak? 
D.  Kajian Pustaka 
Secara Umum kajian pustaka merupakan bagian dimana calon peneliti harus 
mendemonstrasikan hasil bacaannya  yang  ekstensif  terhadap  literatur  yang 
berkaitan dengan  pokok  masalah   yang  akan  diteliti,  ini  dimaksudkan   agar 
mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan konstribusi   akademik  dari 
penelitiannya   pada konteks  waktu  dan tempat  tertentu.  
Istilah  tindak  pidana dalam bahasa  latin disebut dengan Delictum atau 
Delicta, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah Delict,  yang artinya suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini 
adalah : 
a. Mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak pidana 
membawa lari perempuaan yang belum dewasa yang dilakukan oleh anak. 
b. Mengetahui pertimbangan hukum oleh  hakim  dalam  menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap kasus tindak pidana membawa lari perempuaan yang belum 
dewasa yang dilakukan oleh anak di PN Makassar. 
c. Mengetahui penerapan hukum Islam terhadap kasus tindak  pidana membawa lari 
perempuaan yang belum dewasa yang dilakukan oleh anak. 
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2. Kegunaan   Penelitian 
a. Manfaat teoritis 
1. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi kaum akdemisi penegak 
hukum. 
2. Diharapakan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk  
dijadikan bahan penelitian yang akan datang. 
b. Manfaat  praktis 
Secara Praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum in dapat menjadi   sumber 
inspirasi bagi para peneliti berikutnya yang relevan  atau berkaitan dengan karya  tulis 
ilmiah ini. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan Delictum atau 
Delicta, dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah Delict, yang artinya suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, Sementara dalam bahasa 
Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah straafbaarfeit, terdiri dari tiga kata, 
yaitu straf, baar, dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. 
Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat  dan  boleh. Sementara  itu,  untuk  
kata feit  diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan atau 
sebagian dari suatu kenyataan.1 
Secara harfiah straafbaarfeit dapat diartikan sebagai  dari  suatu kenyataan 
yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan, atau peristiwa, bukan pelaku. 
Berikut  adalah  beberapa pengertian straafbaarfeit yang dikemukakan  oleh para 
ahli : 
Roeslan Saleh, memberikan terjemahan straafbaar feit adalah memberikan 
batasan perbuatan  pidana  adaiah perbuatan  yang bertentangna  dengan tata  atau 
ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan 
pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Pompe terhadap  
istilah  strafbaarfeit memberikan dua macam  definisi,  yaitu definisi yang bersifat 
teoritis dan definisi yang bersifat perundang-undangan.  
 
                                                 
1Adami Chazawi, Pelajara 1 Hukum Pidana; Bagian  J; Stelsel Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.  
69. 
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Menurutnya terhadap  definisi  yang bersifat  teoritis  adalah: "Strafbaar  
feit  adalah  suatu  pelanggaran  norma (gangguan   terhadap   tertib hukum)  yang 
dengan  sengaja  ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan  oleh suatu pelaku, 
di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya  kepentingan umum atau sebagai 
normovertrading (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schu/d heft 
en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de 
behartiging van het algemeen welzijn." 
Definisi straafbaarfeit yang bersifat perundang-undangan atau  hukum  
positif menurut Pompe tidak  lain daripada suatu  tindakan   yang  menurut   suatu   
rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang   dapat   
dihukum. Pompe mengatakan straafbaar feit itu  adalah   suatu   peristiwa   yang   
oleh   undang-undang ditentukan mengandung handeling (perbuatan) dan  nalaten 
(pengabaian atau tidak berbuat atau berbuat  pasif)2 
Moeljatno  merumuskan   istilah straafbaar feit menjadi  istilah  perbuatan  
pidana. Perbuatan   pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  
hukum  larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
bagi barang siapa yang melanggar  larangan  tersebut. 
Sulitnya memberikan pengertiaan terhadap straafbaar feit, membuat  para  
ahli mencoba untuk memberikan definisi tersendiri  dari  sudut   pandang   mereka 
yang menimbulkan banyaknya ketidak seragaman rumusan dan penggunaan   
istilah straafbaarfeit. 
Menurut Pompe perkataan straafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan 
sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang 
dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 
                                                 
2Moeljatno,Asas-asas Hukum Pidana ( Cet. VITI;  Jakarta:  PT. Rineka  Cipta,  2008),  h.  
59. 
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penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib 
hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.3 
Menurut Achmat Ali menjelaskan bahwa " Delik adalah pengertian umum 
tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undang dengan 
tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat maupun 
hukum publik, termaksud hukum pidana." 
Moeljatno berpendapat perbuatan yang  dilarang oleh suatu aturan  bukum, 
larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 
melanggar aturan  tersebut. Dapat juga  dikatakan bahwa  perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal  itu 
diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan ( yaitu kejadian atau keadaan 
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditunjukan 
pada orang yang menimbulkan kejahatan. 
Dari banyaknya istilah tentang straafbaarfeit penulis sepakat untuk 
memakai istilah  tindak  pidana  dengan  alasan  bahwa  istilah  tindak  pidana  
bukan lagi menjadi istilah  awam  bagi masyarakat indonesia dan telah  digunakan  
dalam  berbagai peraturan perundang-undangan. 
2. Unsur -Unsur Tindak Pidana 
Dalarn Hukum Pidana  terdapat  berbagai unsur, untuk mengetahui  adanya 
tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalarn peraturan perundang• 
undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang  dan  disertai  dengan 
sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang 
menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat 
dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-
unsur yang ada dalam tindak pidana. 
                                                 
3Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),  h.  6. 
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a. Unsur tindak pidana menurut para ahli: 
1) Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit) adalah : 
Perbuatan  manusia (positif  atau  negative, berbuat  atau tidak  berbuat  
atau membiarkan). Diancam dengan pidana (statbaar gesteld) Melawan 
hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband 
staand) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar 
person). Simons juga  menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur 
subyektif dari tindak pidana (strafbaar feit). 
2) Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana  sejumlah 
tiga sifat. Wederrechtjek (melanggar hukum), aan schuld te wijten (telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan strafbaar 
(dapat dihukum). 
3) Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat 
melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan Handeling    
(perbuatan manusia), Strafbaar gesteld (diancam dengan pidana),  
toerekeningsvatbaar (dilakukan oleh seseorang yang  mampu  bertanggung  
jawab ), dan  adanya  schuld  (terjadi  karena kesalahan). 
b. Unsur Formal 
Perbuatan manusia,  yaitu perbuatan  dalam arti luas, artinya tidak  berbuat  
yang termasuk  perbuatan  dan dilakukan  oleh manusia. Melanggar  peraturan  
pidana. dalam artian  bahwa  sesuatu akan dihukum apabila  sudah   ada  peraturan   
pidana  sebelumnya  yang telah  mengatur  perbuatan tersebut, jadi   hakim   tidak  
dapat   menuduh   suatu  kejahatan yang  telah   dilakukan dengan  suatu peraturan  
pidana,  maka tidak ada tindak pidana. 
Diancam  dengan  hukuman,  hal ini bermaksud  bahwa  KUHP mengatur  
tentang hukuman yang berbeda berdasarkan  tindak  pidana  yang telah dilakukan. 
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Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalaha yaitu harus  
ada  kehendak, keinginan atau  kemauan dari  orang  yang  melakukan   tindak 
pidana serta orang  tersebut  berbuat  sesuatu  dengan  sengaja,  mengetahui   dan  
sadar sebelurnnya terhadap akibat perbuatannya. 
Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan  kesalahan  yang disebabkan  
karena  si pembuat  kurang memperhatikan   akibat yang tidak dikehendaki  oleh 
undang-undang. 
Pertanggung jawaban yang menentukan  bahwa orang  yang  tidak  sehat 
ingatannya  tidak dapat dimint pertanggung jawabannya. Dasar dari pertanggung 
jawaban seseorang  terletak  dalam keadaan jiwanya. 
c. Unsur  Material 
Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan huk:um,  yaitu harus 
benar- benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut 
dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi 
apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan 
suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana 
dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur 
objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.  Unsur ini 
meliputi : 
Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan 
manusia itu  ada  yang  aktif  (berbuat   sesuatu),   misal   membunuh   (Pasal   338   
KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). 
Ada  unsur melawan  hukum. Setiap perbuatan yang dilarang  dan diancam 
dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus 
bersifat melawan   hukum, meskipun   unsur  ini  tidak  dinyatakan  dengan   tegas   
dalam perumusan. 
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B. Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan 
Ditinjau dari garis besar teorinya, kejahatan terhadap kemerdekaan  orang 
dapat dibagi  dalam beberapa  perbuatan  yakni membawa pergi atau menarik  
seseorang yang belum dewasa dari kekuasaan orang tua atau walinya. Diatur  
dalam  pasal  330 KUHP  yang merumuskan   berbunyi  : 
1. Barang  siapa dengan  sengaja  mencabut  orang yang belum  dewasa  dari 
kuasa sah atasnya  atau penjagaan  orang yang dengan  sah menjalankan   
penjagaan  itu, dihukum  penjara  selama-lamanya  tujuh  tahun. 
2. Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika  
perbuatan itu dilakukan  dengan  memakai  tipu daya,  kekerasan  atau 
ancarnan dengan kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa  umumya  
dibawa  dua belas tahun. 
Berdasarkan bunyi  ayat  (2)  pasal  ini,  maka  unsur  kekerasan   atau  
ancaman kekerasan merupakan  hal yang memperberat pidana. Jadi, delik   aslinya   
yang tercantum  di atat (l) tidak  perlu ada unsur kekerasan  atau ancaman  
kekerasan.  Bagian inti dari delik (Delict best and delen): 
1) Dengan  sengaja. 
Menarik  orang  yang  belum  dewasa   dari  kekuasaan   yang  menurut   
Undang- Undang  ditentukan  untuk dirinya atau dari pengawasan  orang 
yang berwenang untuk  itu. Kekuasaan  atau ancaman  kekerasan  apabila  
anak itu belum  berumur  dua belas tahun. 
Untuk memahami arti dari kata "Menarik" maka pasal 91 KUHP  
memberikan pengertian kekuasaan  bapak,  ialah kekuasaan  dari kepala  keluarga.  
Dengan  orang  tua diartikan  kepala   keluarga. Dengan bapak   diartikan  orang   
yang   melaksanakan kekuasaan  yang sama dengan  kekuasaan  bapak. 
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Hoge Raad memutuskan  bahwa jika anak itu karena maunya sendiri pergi 
keperlindungan  orang  lain  dan  orang  tua  menolak   menyerahkan anak  itu, 
maka penolakan itu tidaklah berarti menarik anak  itu dari kekuasaan orang yang 
berdasarkan Undang-Undang.4 Pasal 330 KUHP ini  mensyaratkan   kesengajaan,   
yang  berarti  secara  umum bahwa  kesengajaan  itu ditunjukkan  kepada bagian  
inti delik  berikutnya. 
Melarikan   Perempuan   yang  belum  dewasa  secara  lengkap  Pasal  332  
KUHPini Berbunyi  : 
1. Dihukum  karena melarikan  perempuan 
Dengan  hukuman  penjara   selama-lamanya   tujuh  tahun,  barang  siapa  
melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan   kemauan  orang   
tuanya   atau walinya,  tetapi  dengan  kemauannya  perempuan itu sendiri  
dengan  maksud  akan mempunyai  perempuan  itu dengan  nikah, maupun  
tidak dengan nikah. 
Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun,  barang siapa 
melarikah perempuan dengan  tipu,  kekerasan   atau  ancaman  dengan  kekerasan 
dengan  maksud  akan mempunyai perempuan  itu baik dengan  nikah maupun  
tidak dengan  nikah. 
Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduaan, pengaduan itu dilakukan: 
Jika pada waktu melarikan perempuan itu belum dewasa, oleh perempuan itu 
sendiri, atau oleh orang yang harus memberikan izin kepadanya, kalau ia hendak 
kawin. 
a) Jika  ia  pada  waktu  dilarikan  sesudah  dewasa,  oleh  dia  sendiri  atau  oleh 
suaminya. 
                                                 
4Andi Harnzah, Delik-Delik Tertentu( SpecialeDelicten)di Dalam KUHP (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2009), h. 28 
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b) Jika orang yang melarikan kawin dengan yang dilarikan, dan nikah itu takluk 
kepada Undang-Undang Hukum Sipil, maka tidak akan dijatuhkan hukuman 
sebelum perkawinan itu dibatalkan oleh hakim. 
Yang menjadi inti dari delik yang sebagaimana diatur dalam pasal 332  
ayat KUHP adalah : 
1. Membawa  pergi seorang  perempuan yang belum dewasa: 
Membawa pergi berarti memerlukan tindakan aktif dari laki-laki. 
Membawa pergi menghendaki suatu tindaka aktif laki-laki.  Usaha penguasaan 
atas wanita itu tidak memerlukan kekuasaan secara lama. 
Menjamin pemilikan perempuan itu  bukanlah delik ini tetapi  kesengajaan 
ditunjukan kepada hal ini. Jika sebelum membawa pergi perempuan itu telah 
melakukan hubungan seks dengannya, dapat dianggap mempunyai  maksud untuk 
menjamin pemilikan perempuan tersebut dalam arti jika  ia dirintangi ia tetap akan 
melakukannya. 
Sementara itu yang dimaksud dengan perempuan belum dewasa adalah 
perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Pasal 
50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan batas 
usia anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun. 
2. Tanpa izin orang tua atau walinya berarit orang tua atau walinya 
tidak menyetujui  perbuatan itu. 
Dengan kemauan perempuan itu sendiri, arti setelah ada tindakan aktif 
laki-Iaki, apakah perbuatan membujuk, tipu muslihat atau dengan kekarasan atau 
ancaman kekerasan. 
3. Dengan  maksud  untuk  menguasai   perempuan   itu,  baik  dengan  
di  luar perkawinan. 
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Untuk memiliki perempuan itu tidaklah perlu penguasaan atas perempuan 
itu dalam jangka waktu lama. Jika ia kawin berdasarkan Burgerlijk Wetboek. 
Maka harus diadakan pembataJan perkawinan terlebih dahulu sebelum 
pemidanaan. Yang dapat menuntut pembatalan adalah bapak, ibu, kakek, nenek, 
wali bagi mereka yang dibawa perwalian. 
Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang indonesia, juga tidak untuk orang 
timur asing, kecuali orang Cina berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor  129.  Jika 
perempuan itu hamil dalam hal delik  285 sampai pasal 288, 289 atau 332 KUHP 
pada waktu defik dilakukan, maka atas permohonan yang berkepentingan, 
tersangkah dinyatakan sebagai bapak dari anak itu.5 
C. Tinjauan Umum Terhadap Anak 
1. Pengertian  anak 
Pengertian anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-
undangan masih menimbulkan kesimpangsiuran, tetapi yang umumnya yang 
dimaksud dengan anak adalah orang yang belum dewasa atau masih muda 
umumya. Hal ini diakibatkan karena tiap peraturan perundang-undangan memiliki 
pengertian anak yang berbeda-beda, sehingga perumusan dalam berbagai 
peraturan  perundang-undangan tentang pengertian anak juga berbeda-beda. 
Undang-undang No.  23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 1   
ayat (1)  menegaskan bahwa, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, terrnaksud anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian anak 
tersebut, ternyata sama dengan pengertian anak berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang 
yang pada Pasal 1 ayat (5)  menegaskan bahwa, anak adalah seorang anak yang 
                                                 
5Andi Harnzah, Delik-Detik Tertentu ( Special/Delicten) di DalamKUHP,h.  28 
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belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termaksud anak yang masih dalam 
kandungan. 
Setiap negara memiliki defenisi yang tidak sama tentang anak. 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Convention on the Right of the Child 
(CRC) atau KHA menerapkan defenisi anak sebagai berikutl:  "Anak berarti 
setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang 
berlaku pada anak, kedewasaan dicapai  lebih  awal". Sedangkan Undang-Undang 
Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan anak: "Anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan betas) tahun, termasuk anak yang  masih dalam 
kandungan".  Semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang 
dalam strata hukum dikategorikan sebagai Lex Spesialist, semua ketentuan  
lainnya tentang  defenisi  anak  harus  disesuaikan, termasuk kebijakan yang 
dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. 
Berkaitan dengan defenisi anak maka ada beberapa undang-undang yang 
memberikan defenisi terhadap anak, sebagai berikut : 
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, misalnya, mensyaratkan usia 
perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. 
2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, 
mendefenisikan anak berusia 21  tahun dan belurn pernah menikah. 
3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 
mendefenisikan  anak  adalah orang yang dalam  perkara  anak  nakal telah  
berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah 
kawin. 
4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belurn berusia  18 tahun 
dan belum pernah kawin. 
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5) Berdasarkan Putusan Mahkamah agung sebagaimana yang telah 
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012 tentang  Sistem 
Peradilan  Pidana Anak, maka yang dimaksud dengan anak adalah anak 
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belurn berumur 18 
(delapan belas) tahun. 
Maulana Hasan Wadong mengemukakan berbagai pengertian anak 
menurut sistem, kepentingan, agama, hukurn, sosial dan lain sebagainya sesuai 
fungsi, makna dan tujuanya sebagai berikut: 
1) Pengertian  anak dari aspek agama,  yaitu anak adalah titipan Allah  SWT 
kepada kedua orang tua, masyarakat, Bangsa dan Negara sebagai pewaris 
dari ajaraan agama yang kelak akan memakmurkan dunia.  Sehingga anak 
tersebut diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan 
yang diterima orang tua, masyarakat, Bangsa dan Negara. 
2) Pada dasamya yang dimaksud dengan tindak pidana anak Pengertian anak 
dari aspek sosiologis,  yaitu anak adalah mahkluk sosial ciptaan Allah 
SWT yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, bangsa 
dan Negara. Dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya karena 
berada pada proses pertumbuhan, proses  belajar  dan proses  sosialisasi 
dari  akibat usia yang belum  dewasa  karena kemampuan daya nalar (akal) 
dan kondisi fisiknya dalam  perubahan yang berada dibawah kelompok 
orang dewasa. 
3) Pengertian  anak  dari  aspek  ekonomi,  yaitu  anak  adalah  seseorang 
yang berhak atas pemeliharaanya dan perlindungan, baik semasa dalam 
kandungan dan perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan 
atau menghambat pertumbuhan dan perkembanganya dengan wajar. 
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4) Pengertian anak dari aspek politik, yaitu anak sebagai ternpat "issue 
bargaining". Politik yang kondusif, kebijaksanaan politik muncul dengan 
menonjolkan  suara-suara yang  mengaspirasikan  status anak  dan  cita-
cita memperbaiki anak-anak dari berbagai kepentingan partai politik. 
2. Anak  Yang Berkonflik  Dengan Hukum 
Istilah delikuen berasal dari  deliquency, yang diartikan dengan  kenakalan 
anak,  kenakalan remaja,  kenakalan pemuda dan  delikuensi. Kata delikuensi   
atau deliqunecy dijumpai bergandengan dengan kata junevile, dikarenakan  
delinquency erat kaitannya dengan anak, sedangkan deliquent act diartikan  
perbuatan yang melanggar norma  dasar  dari  masyarakat. Perbuatan   tersebut  
apabila  dilakukan oleh  kelompok anak-anak, maka  disebut  deliquency.  Jadi,  
deliquency mengarah  pada  pelanggaran terhadap  aturan  yang dibuat  kelompok  
sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum Negara saja. Pengertian  
deliquency menurut  Simanjuntak,  yaitu: 
a) Junevile deliquency  berarti perbuatan dan tingkah laku yang   merupakan 
perbuatan perkosaan  terhadap  norma  hukum  pidana  dan    pelanggaran-
pelanggaran  terhadap  kesusilaan  yang dilakukan  oleh para deliquent. 
b) Junevile deliquency adalah  pelaku  yang  terdiri  dari  anak  (berumur   
dibawah 21 tahun (pubertas), yang tennasuk yurisdiksi pengadilan  
anak/junevile court. 
Menurut Romli  Atmasasmita   istilah  deliquency tidak  identik  dengan  
istilah kenakalan dan istilah  junevile tidak   identik   dengan   istilah   anak.   
Istilah junevile deliquency lebih luas artinya dari istilah  kenakalan  ataupun  
istilah  anak-anak. 
Oleh  karena itu, Romli lebih cenderung  menggunakan   istilah  kenakalan  
anak daripada istilah kejahatan   anak-anak. Pasal  59  Undang-Undang Nomor 23 
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Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "Pemerintah dan lembaga negara lainnya 
berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikanperlindungan khusus 
kepada anak dalarn situasi  darurat,  anak yang berkonflik  dengan  hukum,  anak 
dari kelompok minoritas dan  terisolasi, anak  tereksploitasi secara  ekonomi   
dan/atau seksual,anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban  
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan  zat adiktif  lainnya  (napza),   
anak  korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik 
fisik  dan/atau mental, anak yang memandang  cacat dan anak korban perlakuan 
salah dan penelantaran. 
Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 
pengertian, yaitu : 
1. Perbuat1an   yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  merupakan  tindak  
pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan anak-anak belum dewasa 
dinamakan deliquency seperti pencurian, perampokan dan penculikan. 
2. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang 
menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan 
sebagainya. 
3. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan,  
seperti anak-anak terlantar,  yatim  piatu  dan  sebagainya,  yang jika  
dibiarkan  berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat. 
Sebelum lahimya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan 
dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 
Tahun  1997 tentang Pengadilan Anak.14 Setelah diundangkannya Undang-
Undang Perlindungan Anak,  maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang 
berkonflik dengan hukum dan saat ini Undang-Undang Nomor 11  tahun 2012 
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tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang 
berkonflik dengan hukum.Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11  tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Berdasarkan Pasal 1   Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah: 
a) Anak yang melakukan tindak pidana, atau 
b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik 
menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain 
yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 
Ad 2 (dua) kategori  perilaku  anak  yang  membuat  ia  harus  berhadapan 
dengan hukum, yaitu: 
1. Status Offence adalah perilak:u kenakalan anak: yang apabila dilakukan 
oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak 
menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah. 
2. Junevile Deliquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila 
dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. 
Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasamya anak-anak memiliki 
kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasifkan sikap kritis, 
agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu 
ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan 
kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si 
pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak. 
Ada beberapa teori mengenai penyebab yang paling mempengaruhi 
timbulnya kejahatan anak, yaitu: 
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1) Teori Biologis 
Tingkah  laku delikuen  pada  anak-anak dapat muncul  karena faktor-
faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah 
yang dibawah sejak lahir melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam 
keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya 
gen tertentu. yang semuanya bisa  memunculkan  penyimpangan  tingkah  laku  
dan  anak-anak  menjadi  delikuen secara potensial. 
2) Teori Psikogenis (psikologis clan psikiatris) 
Teori  ini  menekankan  sebab-sebab  tingkah  laku  delikuen  anak-anak  
dari aspek psikologis atau sisi kejiwaannya. Anak-anak delikuen itu melakukan 
kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka "mempraktekkan" 
konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku 
agresif, impulsif dan primitive Karena itu kejahatan mereka pada umumnya 
berkaitan dengan temperamen, konflik batin dan frustasi yang akhimya 
ditunjukkan dengan cara yang salah. 
3) Teori Sosiogenis 
Teori ini beranggapan bahwa perilaku delikuen pada anak-anak adalah 
murnisosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh 
pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status 
sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. 
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4) Teori Subkultural Delikuensi 
Menurut teori subkultur ini, sumber junevile deliquency yaitu sifat struktur 
sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial,  
tetangga dan masyarakat yang didiami oleh anak delikuen tersebut. Sifat 
masyarakat tersebut cenderung berpopulasi padat, status sosial ekonomi 
penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan  yang  sangat  buruk: dan  
banyak  disorganisasi  familial  dan  sosial bertingkat tinggi. 
3. Pemidanaan Terhadap Anak 
Sistem pemidanaan dalam undang-undang No.3 tahun 1997 tentang 
pengadilan anak, mengatur tentang jenis  sanksi  pidana lebih ditunjukkan  kepada 
prinsip pembatasan kemerdekaan kepada anak dan seringkali mengabaikan 
kepentingan anak yang kemerdekaan telah terampas. 
Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah senus yang 
dihadapkan  setiap  negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak dianggap dalam 
bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan 
Iembaga terkait lainya kecenderungan meningkatnya pelanggaran  yang dilakukan 
anak atau pelaku usia muka yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong 
upaya melakukan  penanggulangan dan penanganannya yang dilakukan  anak atau 
pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya 
melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum 
pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan 
khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda. 
Dalam  hal  pemidaan   anaknya  ada  batasan  usia  minilai  dan  maksimal   
anak tersebut  beralih  status  menjadi  usia dewasa  atau  menjadi  seorang  sebjek  
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hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-
perbuatan dan tindakan-tindakan  hukum yang dilakukan  oleh anak itu.6 
Dan mengenai  batasan  umur anak yang melakukan  tindak  pidana  diatur  
dalam pasal 4 UU No.  3 Tahun  1997, yaitu: 
1. Batasan   umur  anak  nakal  yang  dapat  diajukan   ke  sidang  pengadilan  
anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum  mencapai   
umum 18 (delapan  belas) tahun dan belum  pernah  kawin. 
2. Dalam hal anak melakukan tindak  pidana  pada  batas  umur  sebagaimana   
yang di  maksud dalam  ayat  (1)  dan  di  ajukan  ke  sidang  pengadilan 
setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi   
belum   pemah mencapai  umur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi di ajukan 
ke sidang anak. 
Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, anak di bawah umur yang 
melakukan  kejahatan yang  memang   layak  untuk  diproses   adalah  anak  yang  
telah berusia 8 tahun dan diproses secara khusus yang berbeda dengan  penegakan   
hukum terhadap orang dewasa.  
Tetapi  pada prakteknya  penegakan hukum kepada  anak  nakal terkadang 
mengabaikan batas  usia anak. Namun dalam perkembangannya Mahkamah 
Konstitusi  melalui  ke Putusannya Nomor l/PUU-VIII/2010 ( LNRI  Tahun  2012  
No.153) Menyatakan frase 8 tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1)  dan 
Pasal 5 ayat (1) UU  No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan UUD 1945 serta 
menilai untuk melindungi hak konstitusional anak, perlu menetapkan batas umur 
bagi anak yaitu batas minimal usia anak yang bisa diminta pertanggungjawaban 
hukurn adalah 12 (dua belas) tahun karena secara relatif sedah memiliki 
kecerdasan, emosional, mental dan intelektual yang stabil. 
                                                 
6Maulana Hassan wadong, Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak ( Jakarta: 
Grasindo, 2000), h.  24 
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Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan.  
Pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan, Pasal 23 ayat (2) dan (3) UU 
No. 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan 
bagi anak  nakal, yaitu: 
1. Pidana pokok merupakan pidana utama yang dapat dijatuhkan kepada anak 
nakal. Beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan  kepada anak nakal, 
yaitu: 
a) Pidana Penjara 
b) Pidana Kurungan 
c) Pidana Denda 
d) Pidana pengawasan. 
2. Pidana Tambahan adalah pidana yang dapat  dijatuhkan sebagai tambahan 
dari pidana pokok yang diterimanya.  Selain pidana pokok mak:aterdapat 
anak nakal dapat puia dijatuhkan pidana tambahan, berupa : 
a) Perampasan barang-barang tertentu 
b) Pembayaran ganti rugi 
Tindakan pada dasarnya merupakan  suatu perbuatan yang bertujuan untuk 
membina dan memberikan pengajaran kepada anak nakal.  Beberapa tindakan 
yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal berdasarkan   Pasal   24  UU  Pengadilan   
Anak adalah: 
1) Mengembalikan kepada  orang tua,  wali, atau orang tua asuh. 
2) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan   
dan latihan  kerja. 
3) Menyerahkan kepada departemen sosial atau orgamsasi sosial 
kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan 
latihan kerja. 
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Mekanisme penjatuhan pidana berupa pidana  pokok dan  pidana tambahan 
ataupun tindakan, dapat dilihat pada PasaJ 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1997 Tentang Pengadilan Anak diatur sebagai berikut : 
1) Pidana Penjara yang dijatuhkan paling lama 1/2 (satu perdua) dari 
maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 
2) Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 
penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada 
anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. 
3) Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua betas) tahun, melakukan 
tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka 
hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa penyerahan kepada negara untuk 
mengikuti pendidikan, dan latihan kerja. 
4) Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun melakukan 
tindak pidana yang tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka 
dijatuhkan salah satu tindakan. 
Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997  Tentang   Pengadilan  Anak, 
dijelaskan bahwa pidana kurungan yang dapat  dijatuhkan  kepada    anak   yang 
melakukan tindak pidana, paling  lama  haruslah 1/2  dari maksirnum ancaman 
pidana kurungan bagi orang dewasa. Pasal  28 ayat (1)   dan (2) Undang-Undang 
Nomor  3  Tahun  1997 Tentang Pengadilan Anak yang juga  mengatur mengenai 
penjatuhan pidana denda bagi anak  di  mana  pidana  yang  dijatuhkan  paling  
banyak 1/2 dari  maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa dan apabila 
pidana denda tidak mampu dibayar oleh anak tersebut maka diganti dengan wajib 
kerja. Mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan bagi anak 
diatur melalui peraturan pemerintah. Pidana pengawasan bagi anak berdasarkan 
ketentuan Tentang waktu pidana pengawasan pada anak ialah paling singkat 3 
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(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Pengawasan terhadap perilaku anak 
dalam kehidupan sehari-hari di  rumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa, 
sedangkan pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.  
Dalam Undang-Undang terbaru No.11Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1  dalam Undang-Undang ini yang dimaksud 
dengan : 
1) Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  adalah  keseluruhan  proses  penyelesaian 
perkara anak yang berhadapan dengan hukum, malai tahap  pembimbingan 
setelah menjalani pidana. 
2) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik 
dengan hukum, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 
3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya desebut anak 
adalah anak  yang  telah  berumur  12 (dua  belas) tahun,  tetapi  belum  
berusia  18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan 
asas: 
1) Perlindungan 
2) Keadilan 
3) Nondiskriminasi 
4) Kepentingan terbaik bagi anak 
5) Penghargaan terhadap pendapat anak 
6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak  
7) Pembinaan dan Pembinaan Anak 
8) Proposional 
9) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir 
10) Penghindaran pembalasan 
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D. Pertimbangan   Hakim Dalam Menjatuhkan  Putusan 
1.Pertimbangan  Yuridis 
Pertimbangan  Hakim  atau  (Ratio Decidendi)  adalah  argument  atau 
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar 
sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini 
dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam 
persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para 
saksi,  keterangan terdakwa, dan barang bukti. 
Rusli Muhammad (2007:212-221) mengemukakan bahwa pertimbangan 
hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: Pertimbangan yuridis dan 
Pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbagngan hakim 
yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap  dalam  persidangan  dan  
oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan 
misalnya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan 
saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam  peraturan   hukum   pidana.   
Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang,  akibat   
perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa , dan agama terdawa." 
Fakta-fakta persidangan  yang  dihadirkan,  berorientasi  dari  lokasi,  
waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu 
dilakukan. Selain itu, dapat  pula  diperhatikan bagaimana akibat  langsung atau  
tidak  langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, 
serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. 
Apabila fakta-fakta dalam persmgan telah diungkapkan,  barulah hakim 
mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan  oleh penuntut  umum. 
Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus   menguasai   aspek 
teoritik,pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani,   
barulah kemudian secara limitative  ditetapkan  pendiriannya. 
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Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, 
selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau  memberatkan 
terdakwa. Hal-hal yang  memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana 
sebelumnya (Recidivis), karena jabatannya, dan menggunakan bendera 
kebangsaan.7  Hal-hal yang  meringankan ailah terdakwa  belum  dewasa,  perihal 
percobaan  dan pembentukan kejahatan. 
   2.Pertimbangan Sosiologis 
Dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (I) yang 
menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan  ini 
dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan 
masyarakat. Jadi, Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang 
hidup dikalangan rakyak. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah 
masyarakat untuk mengenal,  merasakan dan mampu rnengalami perasaan hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Berkaitan dengan hal ini dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa dikalangan 
praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata 
peradilan hanya  sekeclar sebagai  pranata  hukum  belaka,  yang  penuh  dengan  
muatan  normatif, diikuti   lagi  dengan   sejumlah   asas-asas   peradilan   yang   
sifatnya  sangat   ideal   clan normatif,   yang  dalam   kenyataan   justru   berbeda   
sama  sekali dengan penggunaan kajian moral dan  kajian ilmu hukum ( normatif). 
Bismar  Siregar mengatakan bahwa, "seandainya terjadi dan akan terjadi 
benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil  oleh  masyarakat   denga  apa  
yang disebut kepastian hukum,  jangan hendaknya  kepastian   hukum  dipaksakan   
dan  rasa keadilan  masyarakat  dikorbankan. 
                                                 
7Adami Chazawi, Penafsiran Hukum Pidana; Dasar Peniadaan, Pemberatan & 
Peringanan, KejahatanAduan, Perbarengan& Ajaran Kausalitas,   h.  73 
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Faktor-faktor  yang harus dipertimbangkan secara  sosiologis  oleh hakim  
dalam menjatuhkan Putusan terhaclap suatu perkara, antara  lain : 
1) Memperhatikan sumber  hukum  tak  tertulis clan nilai-nilai yang  hidup di 
masyarakat. 
2) Memperhatikan sifat  baik dan buruk  dari  terdakwa serta nilai-nilai yang 
meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. 
3) Memperhatikan   ada ticlaknya perdamaian,  kesalahan,  peranan  korban. 
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 
diterapkan 
5) Faktor  kebudayaan, yakni  sebagai  hasil  karya  cipta  dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia  clalam pergaulan  hidup. 
Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di  
indonesia, M.H.Tirta Atmija menguatkan cara  hakim  dalam  menentukan   suatu  
hukuman kepada terdakwa, yaitu "sebagai hakim ia harus berusaha  menetapkan 
hukuman, yang  dirasakan oleh  masyarakat  dan  oleh  si terdakwa   sebagai suatu 
hukuman yang setimpal  dan adil." Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus 
memperhatikan : 
Sifat pelanggaran pidana (apakah itu pelanggaran pidana yang berat  
ataupun ringan). 
a. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. 
b. Keadaan   dan   susunan   waktu   melakukan   pelanggaran   pidana   itu   
(yang memberatkan dan meringankan). 
c. Pribadi  terdakwa  apakah  ia  seseorang  penjahat  yang  telah  berulang-
ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, 
atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah 
berusia tinggi. 
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d. Sebab-sebab untyk melakukan pelanggaran pidana. 
e. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu. 
Kepentingan umum hukum pidana diadakan untuk melindungi 
kepentingan umum,  yang  dalam  keadaan-keadaan tertentu  menurut  suatu  
penghukuman  berat terhadap pelanggaran pidana. 
E.  Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari 
Perempuan Yang belum Dewasa Yang Dilakukan  Oleh Anak 
Pengertian pidana adalah suatu nestapa yang ditimpakan Negara kepada 
orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Nestapa adalah sebuah rasa rasa 
sedih atau kesedihan. Pihak yang dapat menimpakan nestapa itu tidaklah setiap 
orang, tetapi adalah  kewenangan  dari  negara  untuk  dapat  menimpakan  atau  
menjatuhkannya kepada  orang  yang  melakukan  tindak  pidana.   Pidana  itu  
haruslah  memberikan manfaat,  sehingga  memberikan  preventif yang  ditujukan  
kepada  pelaku  tindak  pidana itu, artinya  bagi pelaku  tindak  pidana  dengan  
dijatuhkannya  pidana,  dia menjadi  takut untuk melakukan  lagi tindak  pidana  
pada masa yang akan datang.. 
Di sisi lain, manfaat pidana tersebut   juga dapat   mencegah    masyarakat 
melakukan  tindak  pidana,   artinya  dengan   dijatuhi   pidana  pada  pelaku  
yang  telah melakukan tindak pidana diharapkan orang  yang  tidak   melakukan   
tindak   pidana menjadi   takut  untuk  melakukan   tindak  pidana.   Begitu  pun  
halnya dengan  hukum Islam  yang  dimaksud  dengan  Hukum  Ta'zlr  adalah  
hukuman atas  pelanggaran yang tidak  di  tetapkan  Hukumannya dalam Al-
quran dan Hadis yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Hukum Ta'zir 
diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan jinayah kejahatan yang tidak atau 
belum memenuhi syarat untuk dihukum had atau tidak memenuhi syarat 
membayar diyat sebagai hukum ringan untuk menebus dosanya akibat dari 
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perbuatannya. Nabi  bersabda  tidak  boleh  dipukul  di atas 10 kali cambuk 
kecuali hukuman yang telah di tetapkan oleh Allah. Jadi ta'zlr hukuman yang 
lebih ringan yang kesemuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim misalnya 
karena berjudi, berkelahi, mengejek, menggangu orang lain, dan termasuk pula 
memalsukan berat timbangan dan lain-lain. 
Menurut H..Moh.Anwar. Menjelaskan: bahwa hukum ta'zir  ini oleh  
islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim islam, akan tetapi dengan  
memperhatikan kepada hukum-hukum pidana positif (undang-undang) juga 
dengan berlandaskan atau dengan didasari hukum Al quran dan Hadis,  tidak 
boleh sewenang-wenang.  Maka oleh karena itu hakim berhak untuk menyusun 
KUHAP atau KUHP. 
Ta'zir ini di susun oleh suatu badan resmi yang di angkat oleh  
pemerintah kepala Negara yang diberi  tugas khusus  untuk  menyusunnya   yang 
kemudian  hasilnya diputuskan oleh DPR, lalu di syahkan  oleh  kepala  Negara   
untuk dilaksanakan oleh setiap hakim dalam melaksanakan kewajibannya.   
Seperti   yang   telah dipaparkan sebelumnya bahwa ta'zir menurut  bahasa  lafaz  
ta'zir berasal  dari  kata A'zzara yang sinonimnya yang  artinya  mencegah  dan  
menolak yang  artinya mendidik.  Pengertian tersebutdi   atas  sesuai  dengan  
apa  yang  dikemukakan oleh  Abdul  Qadir  Audah  dan Wahbah   Azzuhaily,   
bahwa  ta'zir   diartikan   mencegah   dan  menoJak  karena   iadapat mencegah 
pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.  Sedangkan ta'zir  diartikan 
mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik  dan memperbaiki   pelaku  
agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan 
menghentikannya. 
Di dalam Fiqih Jinayah, pembahasannya menyangkut Permasalahan 
permasalahan seputar pelanggaran  syari 'at dan Hak Asasi Manusia,  khususnya 
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sesama kaum  muslim.. Sebab,  fiqh  Jtnayab  itu   sendiri   merupakan  ilmu   
yang membabas pemahaman tentang hukum syara' yang berkaitan dengan 
masalah perbuatan yang  dilarang  (jarimah) dan hukumannya, yang diambil   dari 
dalil-dalil terperinci, atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah  serangkaian 
peraturan yang mengatur  masalah  tindak pidana  dan hukumannya. 
Pengertian fiqh jinayah (hukum pidana islam) tersebut sejalan dengan 
pengertian hukum pidana menurut hukum positif (hukum hasil produk  manusia)  
atau undang-undang karena tujuan umumnya  hampir  sama, yaitu menciptakan   
ketenangan dan ketenterarnan  dalam  masyarakat.  Sebagaimana firman  Allah 
dalam QS. An-Nisa/4:59: 
 
HَJﱡLَMٓ َٰL  َPLRِﱠTٱ  ْاXZُ[َِطأ ْاXُٓ^_َاَء َ ﱠaٱ  ْاXZُ[َِطأَو َلXdُ ﱠeTٱ  fِTُْوأَو ِe_َۡhۡٱ  ِنjَk ۖmۡnُ^_ِ
 oَTِإ ُهو ﱡدeَُk ٖءfۡtَ fِk mُۡuvۡwَ َٰ^َx ِ ﱠaٱ  َو ِلXdُ ﱠeTٱ  ِy َنXُ^_ِzُۡx mُۡu^{ُ ِنإ ِ ﱠaﭑ  َو ِمXَۡ[Tۡٱ 
 ِۚeِٓhۡٱ  ََۡأَو eٞ[ۡَ َِT َٰذ ُP  ًLِوMَۡx٥٩  
  Terjemahnya:    
        “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),   
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya”8 
Sedangkan tujuan utama dari penerapan hukuman dalam syariat Islam 
mengenai jarimah adalah: 
a) Mencegah atau menahan seseorang berbuat, mengulangi untuk 
melakukan jarimah (pelanggaran pidana) dan menjauhkan  seseorang dari 
lingkungan jarimah perbaikan dan pendidikan. 
                                                 
8Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang; PT. Karya Toha Putra, 
2012). 
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b) Memperbaiki dan mendidik akhlak seseorang yang telah melakukan 
jarimah agar berubah menjadi lebih baik dan menyadari  kesalahannya. 
sehingga menjauhkan manusia dari lingkungan jarimah,dan menjadikan 
akhlak yang terpuji atau luhur. 
Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan 
kemaslahatan manusia dan menjaga mereka, karena islam itu sebagai rahmatan 
Iii 'alamin, untuk  member  petunjuk  dan  pelajaran  kepada manusia. Hukuman 
itu harus mempunyai dasar, baik dari Al-quran, hadis, atau lembaga legislatif 
yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus ta'zir. Selain itu 
hukuman itu harus bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang 
melakukan kejahatan saja.  Hal  ini sesuai dengan prinsip bahwa:  "Seseorang 
tidak menanggung dosanya orang lain".  Terakhir, hukuman itu harus bersifat 
umum, maksudnya  berlaku bagi semua orang,  karena  semua  manusia  sama  
dihadapan hukum.. 
Jenis kejahatan yang  telah  ditentukan syari'at  dan telah  ditentukan  pula 
hukumannya itu sangat terbatas, yaitu jenis-jenis tindak pidana yang masuk 
dalam kelompok hudud dan qishash atau diyat yang jumlahnya tidak lebih dari 
dua belas jenis. Adapun selebihnya, yang merupakan bagian terbesar dari jumlah 
tindak pidana dan hukuman, diserahkan kepada Ulil Amri dalam menentukan 
jenis  pelanggaran maupun hukumannya. Oleh sebab itu, hanya pada hal-hal yang 
kebal terhadap perubahan sajalah, sya'riat memberikan aturan yang berlaku. 
Adapun tujuan pelaksanaan hukuman adalah sebagai berikut: 
1. Pencegahan (ar rad'u wa zajru) 
Pengertian pencegahan adalah menahan orang berbuatjarimah agar ia  
tidak mengulangi  perbuatan  jarimahnya,  atau  agar  ia tidak  terus  menerus  
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melakukan jarimah  tersebut.  Disamping  mencegah  pelaku,  pencegahan juga  
mengandug arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan 
melakukan jarimah, sebab ia  bias  mengetahui  bahwa hukuman yang  dikenakan  
kepada  pelaku juga  akan dikenakan  kepada orang lain yang juga  melakukan 
perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, 
yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi 
perbuatannya,dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta 
menjauhkandiri dari lingkungan jarimah. 
2. Perbaikan dan Pendidikan (al ishlah wa tahdzib) 
Maksudnya adalah agar bisa mendidik pelaku jarimah agar menjadi 
orang yang baik dan menyadari kesalahannya.  Dengan adanya hukuman i n i ,   
diharapkan akan timbul dalarn diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi 
jarimah  bukan karena takut akan hukuman melainkan karena kesadaran diri 
dan kebencian terhadap jarimah sertadengan harapan mendapat ridha Allah. 
E.  Kerangka Konseptual 
Kerangka  konseptual penelitian  adalah suatu hubungan  atau  kaitan 
antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. 
Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara 
panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan 
dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang  didapatkan  
dibab tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan  
ringkasan dari  tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel 
yang diteliti. 
Tinjauan pustaka berisi semua pengetahuan (teori,  konsep, prinsip, 
hukum maupun proposisi) yang nantinya bisa membantu untuk menyusun 
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kerangka konsep dan operasional penelitian. Temuan hasil peneliti yang telah 
ada sangat membantu dan mempermudah peneliti membuat kerangka konseptual. 
Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan 
mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka 
konseptual memberikan  petunjuk  kepada peneliti  di dalam  merumuskan  
masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual yang telah 
disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana  yang harus dijawab 
oleh  penelitian dan bagaimana prosedur empiris yang digunakan sebagai alat 
untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Kerangka konseptual 
diperoleh dari hasil sintesis dari proses berpikir deduktif (aplikasi teori) dan 
induktif (fakta yang ada, empiris), kemudian dengan kemampuan kreatif-
inovatif,diakhiri dengan konsep atau ide barn yang disebut kerangka konseptual. 
Bila  aturan   undang-undang ini  dijalankan   dengan   baik  oleh  Polisi,   Jaksa, 
maupun  Pengadilan  akan  terwujud  sistem  peradilan pidana   yang  baik,  yang 
tetap menjamin  hak-hak  sebagai  tersangka. 
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BAB III 
 METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah  dimana  penelitian  
akan dilaksanakan. Lokasi Penelitian yang dipilih oleh penulis untuk  
mendapatkan infonnasi mengenai masalah yang dibahas adalah wilayah  
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Pengadilan Negeri Makassar.  
Alasan penulis memilih wilayah tersebut dikarenakan merupakan wilayah 
domisili penulis. 
B. PendekatanPenelitian 
Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian 
hukum normative. Langkah pertama yang dilakukan penelitian hukum nonnative 
didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu universitas Kitab Undang undang 
Hukum Pidana Terhadap  tindak   pidana  membawa  lari  perempuan  yang  
belum  dewasa  yang dilakukan oleh anak. Selain itu dipergunakanjuga bahan-
bahan tulisan yang berkaitan dengan personalan ini Penelitian bertujuan  
menemukan fakta hukum yang jelas dalam meletakkan persoalanini dalam 
perspektif hukum.. 
C.  Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penelitian ini, yitu : 
1. Sumber Penilitian Laporan (Field Research) yaitu sumber data  
lapangan sebagai  salah  satu  pertirnbangan hukum  dari  para  penegak  
hukum  yang mengenai kasus ini dan masyarakat turut diresahkan akibat 
terjadinya tindak pidana ini. 
38 
 
 
 
2. Sumber  Penelitian  Kepustakaan  ( Library  Research), yaitu sumber  
data yang diperoleh  dari  hasil  penelaan beberapa  literatur   dan  sumber 
bacaan lainnya yang dapat mendukung dalam penulisan proposal ini. 
D.  Metode PengumpulanData 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis 
melakukan pengumpulan data melalui teknik sebagai berikut : 
1. Teknik wawancara (interview) 
Yaitu  dengan  cara  melakukan  tanya jawab  kepada  pihak-pihak  yang 
terkait ataupun yang mengenai tindak pidana i n i  antara  lain hakim di 
Pengadilan Negeri Makassar yang memutus perkara ini, serta pihak-pihak lain 
yang turut andil dalarn perkara ini. 
2. Teknik Kepustakaan 
Yaitu   suatu   teknik   penelaahan   normatif   dari   beberapa   peraturan 
perundang-undangan dan berkas-berkas Putusan Pengadilan yang terkait dengan 
tindak pidana ini serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi 
yang dibahas. 
E.  Instrumen Penelitian 
Dalam penulisan ini Data yang diperoleh kemudian di kumpulkan baik 
secara primer maupun sekunder, dan dianalisis secara kuantitif  Selanjutnya 
diajukan secara deskriptif  yaitu  dengan  menjelaskan,  menguraikan  dan  
menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan 
penulisan ini 
 F.  Teknik Pengolahan da,n Analisis Data 
Data  yang  diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun    
data sekunder dianalisa  secara  kualitatif yaitu  suatu  cara  penelitian   yang  
dilakukan   guna mencari  kebenaran  kualitatif analisa kualitatif atau data  yang  
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dikumpulkan bersifat deskriptif  dalam  bentuk  kata-kata   atau  gambar,  data  
tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan, pengamatan lapangan, potret, 
dokumen perorangan, memorendurn dan dokumen resmi, sehingga  penulis dapat  
memberikan penilaian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Membawa Lari Perempuan Yang  Belum  Dewasa Yang Dilakukan  Oleh Anak, 
kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, 
menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang 
berkaitan erat dengan penulisan i n i .  
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam  menguji data dan materi  yang  disajikan   dipergunakan   materi  
sebagai berikut: : 
1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan,   
mengutip, atau memperjelas bunyi peraturan  perundang-undangan  dan 
uraian  urnum. 
2. Deduktif yaitu pada urnumnya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari 
Perempuan Yang Belum Dewasa Yang Dilakukan Oleh Anak  
Tindak pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa merupakan 
tindak pidana yang biasa terjadi di masyarakat pada saat ini, yang lebih 
memprihatinkan lagi dalam kasus ini pelakunya adalah anak. Dalam Pasal 332 ayat 1 
ke-1e KUHP berbunyi: “Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, 
barang siapa melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang 
tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud 
akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah.” 
Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut: 
Barangsiapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan 
bertanggung jawab adalah didasarkan atas keadaan dan kemampuan jiwanya 
(geetelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam 
keadaan sadar”. Berdasarkan fakta yang muncul di persidangan terungkap bahwa 
terdakwa Andi Firmansyah adalah subjek hukum yang dalam keadaan dan 
kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi sehat dan tidak terganggu jiwanya 
sehingga oleh hukum dianggap cakap atau mampu bertanggung jawab (toerekening 
svat baar), oleh karenanya mengenai unsur ke-1 “barangsiapa” ini telah terpenuhi. 
Melarikan perempuan yang belum dewasa, tidak dengan kemauan orang 
tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri; Perbuatan 
‘membawa pergi’ yang disebut ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki. 
Berdasarkan fakta yang muncul di persidangan terungkap bahwa benar terdakwa 
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Andi Firmansyah telah membawa pergi korban saudari Amelia Ashari namun 
sebelumnya tidak meminta izin kepada orang tua korban yang mana korban saat itu 
masih merupakan anak dibawah umur (14 tahun) tetapi atas keinginan korban itu 
sendiri. Oleh karenanya mengenai unsur ke-2 “melarikan perempuan yang belum 
dewasa, tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan 
perempuan itu sendiri ini telah terpenuhi. 
Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan nikah maupun 
tidak dengan nikah, Membawa perempuan lari dari rumahnya biasanya ditujukan 
untuk ‘memiliki’ atau ‘menguasai’ si perempuan, baik sementara atau selama 
hidupnya. Putusan Hoge Raad 4 Februari 1899 menyatakan ‘menjamin pemilikan 
perempuan  itu bukanlah unsur delik, tetapi kesengajaan ditujukan kepada hal ini’. 
Berdasarkan fakta yang muncul di persidangan terungkap bahwa benar terdakwa 
Andi Firmansyah membawa korban ke Kab.Takalar dan menginap selama satu 
malam tanpa sepengetahuan orang tua korban melainkan atas kehendak korban 
sendiri yang mana antara korban dan tersangka telah menjalin hubungan pacaran dan 
telah tidur bersama di ruang tamu. Oleh karenanya mengenai unsur ke-3 “dengan 
maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah 
” ini telah terpenuhi. 
Batasan Usia Dewasa Menurut Beberapa Undang-Undang yaitu : 
1. Hukum perdata 
Usia dewasa dalam Hukum perdata diatur dalam pasal 330 KUHPerdata 
yaituBelum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu 
(21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan 
sebelum umur mereka genap dua puluh satu (21) tahun, maka mereka tidak kembali 
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lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, 
berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam 
bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini. 
Dalam KUHPerdata pasal 330 telah dijelaskan bahwa seseorang dikatakan 
telah dewasa apabila ia telah mencapai usia genap 21 tahun atau yang telah menikah 
walaupun belum berusia genap 21 tahun, dan jika pernikahannya telah berakhir atau 
bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan ‘belum 
dewasa’. Tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tuanya atau berada diperwalian. 
Dengan demikian maka KUHPerdata memandang seseorang yang telah berusia 
dewasa (21 tahun) itu kematangan secara biologis dan psikologis dianggap mampu 
dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum perdata itu sendiri. 
2. Hukum Islam 
Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu 
berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak 
cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.Artinya 
dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan 
dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri. 
3. Undang-Undang Perkawinan 
 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), 
“Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka 
tidak dicabut dari kekuasaannya.” dan pasal 50 ayat (1), “Anak yang belum mencapai 
umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang 
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tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.” 
Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun. 
Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-undang no. 23 tahun 2002 jo 35 
tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), “Anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan”.  
Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas. 
Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, 
asalkan dalam implementasinya mengacu pada asas Lex specialist derogat legi 
generalis (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) dan dapat 
terwujud secara tepat sasaran. 
Sebelum penulis menguraikan penerapan hukum pidana materiil terhadap 
tindak pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa yang dilakukan oleh 
anak dalam perkara, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan 
putusan oleh majelis hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan 
Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 
1. Posisi Kasus 
Tindak pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa yang dilakukan 
oleh tersangka ANDI FIRMANSYAH terhadap diri korban AMELIA ASHARI 
dengan cara awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 Jam 11.30 wita 
korban bersama dengan temannya saudari NUR ANISA AMIR datang ke rumah kost 
tersangka, kebetulan pada saat itu teman tersangka atas nama saudara KAMAL akan 
pulang ke kampungnya di Takalar sehingga pada saat itu korban dan temannya 
meminta ikut ke Takalar akan tetapi saudara KAMAL melarang dengan mengatakan 
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“jangan sampai dicariko sama orang tuamu” sehingga korban menjawab “tidakji 
kalau sampai sore di Takalar ”, sehingga pada saat itu saudara KAMAL mengiyakan 
korban ikut sehingga korban dan tersangka langsung pergi dengan mengendarai 
motor atau berboncengan, sedangkan saudari NUR ANISA AMIR juga dibonceng 
oleh pacarnya yang bernama saudara CHAIRUL IKSAN, lalu korban berangkat 
bersama dengan teman-temannya, dan tiba di Takalar sekitar jam 15.30 wita, lalu 
langsung ke rumah saudara KAMAL untuk buat acara bakar ikan, lalu kemudian 
korban menginap dan tidur bersama dengan tersangka di ruang tamu bersama dengan 
teman-temannya, lalu keesokan harinya sekitar jam 11.30 korban meninggalkan 
Takalar bersama dengan tersangka dan teman-temannya yang lain menuju Makassar, 
dan setelah sampai di Makassar koban diantar oleh tersangka kerumah nenek korban 
di Mandai Maros, dan setelah itu korban diantar oleh tantenya pulang kerumahnya di 
jl. Bulukumba VII Makassar, sehingga orang tua korban merasa keberatan dan 
melaporkannya ke polisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1e 
KUHPidana. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan terhadap perbuatan membawa pergi wanita yang belum 
dewasa tanpa seizin dan sepengetahuan orang tuanya yang dibacakan pada 
persidangan di hakim tunggal Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya 
sebagai berikut: 
Bahwa terdakwa Andi Firmansyah pada hari minggu tanggal 18 mei 2014 
sekitar jam 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan mei 2014 bertempat di jalan 
sanrangan kecamatan biringkanaya kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada tempat 
lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang 
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berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah membawa pergi 
seorang wanita, yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya 
tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan 
terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, hal mana dilakukan 
oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: 
Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 18 mei 2014 sekitar jam 11.30 wita, 
saksi korban Amelia Ashari bersama dengan temannya Nur Anisa Amir datang ke 
rumah kost terdakwa, dan pada  saat yang bersamaan teman terdakwa yang bernama 
Kamal akan pulang ke kampungnya di Takalar, sehingga pada saat itu saksi korban 
dan temannya yang bernama Anisa meminta untuk ikut ke Takalar, akan tetapi lelaki 
Kamal melarang dengan mengatakan “jangan sampai dicariko sama orang tuamu”, 
sehingga saksi korban menjawab “tidakji kalau sampai sore di Takalar”, sehingga 
pada saat itu juga lelaki Kamal menyetujui saksi korban ikut ke Takalar. 
Bahwa setelah saksi korban diperbolehkan ikut ke Takalar, saksi korban 
kemudian berangkat ke Takalar dengan dibonceng oleh terdakwa, sedangkan teman 
saksi korban yang bernama Nur Anisa dibonceng oleh lelaki Chairul Iksan.Bahwa 
setelah sampai di kab. Takalar sekitar jam 15.30, saksi korban, terdakwa, perempuan 
Nur Anisa dan lelaki Chairul Iksan langsung ke rumah lelaki Kamal untuk acara 
bakar ikan, dan malam harinya saksi korban bersama dengan terdakwa, perempuan 
Nur Anisa dan lelaki Chairul Iksan menginap di rumah lelaki Kamal, dengan 
bersama-sama tidur di ruang tamu, dan pada saat tidur di ruang tamu terdakwa 
hendak menyetubuhi saksi korban dengan cara menyentuhkan alat kelaminnya ke alat 
kelamin saksi korban namun tidak jadi karena saksi korban malu karena di dengar 
oleh temannya sehingga pada saat itu saksi korban hanya dipeluk dan dicium serta 
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payudara saksi korban dipegang oleh terdakwa. Bahwa keesokan harinya sekitar jam 
11.30 wita saksi korban pulang dari Takalar, dan setelah sampai di Makassar, saksi 
korban tidak langsung pulang ke rumahnya, akan tetapi saksi korban diantar oleh 
terdakwa ke rumah neneknya di Mandai kab. Maros, dan pada malam harinya senin 
tanggal 19 mei 2014 sekitar jam 21.00 wita, saksi korban pulang ke rumahnya di 
jalan bulukumba VII Makassar dengan diantar oleh tante korban yang bernama Dewi. 
Bahwa selama terdakwa membawa saksi korban pergi sejak hari  
minggu tanggal 18 mei 2014 ke Takalar sampai pada hari senin tanggal 19 mei 2014 
ke mandai kab.maros, terdakwa tidak pernah  memberitahukan keberadaannya 
bersama saksi korban kepada orang tua saksi korban. Perbuatan terdakwa tersebut di 
atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1e  KUHP. 
3. Keterangan Saksi- Saksi dan Terdakwa Dalam Persidangan 
Adapun keterangan saksi- Saksi dan terdakwa dalam persidangan yang pada 
pokoknya sebagai berikut : 
a. Saksi Korban Amelia Ashari binti Yusuf 
1) Bahwa benar kejadiannya pada hari minggu tanggal 18 mei 2014 sekitar 
pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Sanrangan Kec. Biringkanaya Kota 
Makassar. 
2) Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 
3) Bahwwa benar saksi dan terdakwa pergi pergi ke Kab. Takalar bersama 
dengan teman-temannya dengan tujuan ke rumah lelaki Kamal untuk acara 
bakar ikan 
4) Bahwa benar saksi berangkat ke Takalar berboncengan sepeda motor dengan 
terdakwa 
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5) Bahwa benar pada saat berangkat ke Kab. Takalar saksi maupun terdakwa 
tidak meminta izin kepada orang tua saksi 
6) Bahwa benar selama berada di Kab. Takalar saksi maupun terdakwa tidak 
pernah mengabari orang tua saksi 
7) Bahwa benar saksi maupun terdakwa tidak pernah mengabari orang tua saksi 
selama berada di Kab. Takalar karena saksi maupun terdakwa pada saat itu 
tidak membawa handphone 
8) Bahwa benar saksi ikut ke Kab. Takalar karena keinginan saksi sendiri 
9) Bahwa benar setelah pulang dari Kab. Takalar, saksi dan terdakwa tidak 
langsung pulang ke rumah saksi, akan tetapi ke rumah nenek saksi di Mandai 
10) Bahwa benar bukan terdakwa yang mengantar saksi pulang ke rumahnya, 
akan tetapi saksi diantar oleh tantenya yang bernama Dewi.Keterangan saksi 
tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa. 
b. Saksi Muh. Yusuf 
1) Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 18 mei 2014 sekitar pukul 
13.00 wita bertempat di Jalan Sanrangan Kec. Biringkanaya Kota Makassar 
2) Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena pernah bertetangga 
3) Bahwa benar yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama Amelia 
Ashari yang masih berumur 14 (empat belas) tahun 
4) Bahwa benar pada saat pergi Ke Kab. Takalar saksi korban maupun terdakwa 
tidak pernah meminta izin kepada saksi maupun istri saksiBahwa benar 
selama berada di kab.takalar 
5) Saksi korban maupun terdakwa tidak pernah mengabari saksi maupun 
keluarga saksi 
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6) Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang membawa saksi korban ke Kab. 
Takalar tanpa izin dan tidak pernah dikabari membuat saksi dan keluarga 
saksi merasa khawatir dengan keberadaan saksi korban 
7) Bahwa benar yang membuat saksi keberatan dan melaporkan terdakwa ke 
pihak kepolisian adalah dari pengakuan saksi korban bahwa pada saat 
bermalam di Kab. Takalar terdakwa sempat mencabuli saksi korbanBahwa 
benar bukan terdakwa yang  
8) mengantar saksi korban pulang ke rumah. Keterangan saksi tersebut diatas 
hanya sebagian dibenarkan oleh terdakwa. 
c. Saksi Chairul Iksan 
1) Bahwa benar kejadiannya pada hari minggu tanggal 18 mei 2014 sekitar 
pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Sanrangan Kec. Biringkanaya Kota 
Makassar 
2)  Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Amelia Ashari dan terdakwa 
3) Bahwa benar saksi korban Amelia Ashari adalah pacar terdakwa 
4) Bahwa benar saksi juga ikut ke Kab. Takalar untuk acara bakar ikan 
5) Bahwa benar saksi sempat melarang saksi korban untuk ikut ke Kab. Takalar, 
akan tetapi saksi korban bersikeras untuk ikut 
6) Bahwa benar pada saat berangkat ke Kab. Takalar saksi korban  maupun 
terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang tua saksi korban. 
 
d. Keterangan terdakwa  
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1. Bahwa benar kejadiannya pada hari minggu tanggal 18 mei 2014 sekitar 
pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Sanrangan Kec. Biringkanaya Kota 
Makassar. 
2.  Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban, tetapi tidak ada hubungan 
keluarga. 
3. Bahwa benar terdakwa pergi ke Kab. Takalar dengan saksi korban dan 
beberapa orang temannya. 
4. Bahwa benar pada saat berangkat ke Kab. Takalar, terdakwa  
dan saksi korban tidak meminta izin kepada orang tua saksi  
korban. 
5. Bahwa benar selama berada di Kab. Takalar terdakwa maupun  
saksi korban tidak pernah mengabari orang tua saksi korban  
dengan alasan tidak membawa handphone. 
6. Bahwa benar terdakwa sempat melarang saksi korban untuk ikut ke Kab. 
Takalar, akan tetapi saksi korban bersikeras untuk ikut. 
7. Bahwa benar terdakwa pernah memegang payudara saksi korban pada saat 
tidur bersama di rumah lelaki Kamal di Kab. Takalar 
8. Bahwa terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya. 
4. Tuntutan Penuntut Umum  
Mengenai Tuntutan Penuntut Umum terhadap kasus membawa lari perempuan 
yang belum dewasa yang dilakukan oleh Andi Firmansyah, maka Penuntut Umum 
menyampaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut 
dikemukakan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, dan keterangan 
terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling 
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bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh bukti petunjuk tentang 
telah terjadinya perbuatan pidana berupa tindak pidana membawa lari perempuan 
yang belum dewasa yang dilakukan terdakwa.  
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sampailah pada 
pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa 
yaitu Pasal 332 ayat (1) KUHP. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku yaitu Pasal 182 ayat 1 KUHAP, khususnya Pasal 332 ayat 1 ke-1e KUHP, 
dan Perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara 
ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan dengan Nomor Register Perkara 
PDM-59/MKS/Ep/04/2015. 
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini memutuskan: 
a) Menyatakan terdakwa Andi Firmansyah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Membawa pergi seorang wanita yang belum 
dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan 
persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita 
itu baik di dalam maupun diluar perkawinan, sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP. 
b) Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Andi Firmansyah dengan pidana penjara 
selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang 
telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan. 
c) Menetapkan supaya terdakwa Andi Firmansyah dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah). 
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5. Amar Putusan 
Berdasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini hanya 
menggunakan bentuk dakwaan tunggal dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
yaitu keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadapkan didepan 
persidangan. Mengingat Pasal-Pasaldari ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini, terutama Pasal 
332 ayat (1) ke-1 KUHP, Mengadili: 
1. Menyatakan terdakwa Andi Firmansyah telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa pergi seorang 
wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tua atau walinya 
tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan 
penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar 
perkawinan”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Firmansyah oleh karena itu 
berupa pembinaan di luar Lembaga, dalam hal ini di Departemen Sosial 
untuk mengikuti Pembinaan,Pendidikan, dan Pelatihan Kerja selama 6 
(enam) bulan; 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
diperhitungkan sebagai masa Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Kerja 
yang telah dijalani oleh terdakwa; 
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rutan untuk 
mengikuti Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Kerja di Departemen 
Sosial; 
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5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua 
ribu rupiah); 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari 
Kamis tanggal 07 Mei 2015, oleh Nathan Lambe, SH., MH sebagai Hakim Ketua, 
putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu 
juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulianti Azis, SH.,MH sebagai 
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Julianty S, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum 
terdakwa. 
Analisis Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP, yang berbunyi: “Karena melarikan 
perempuan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang 
siapa melarikan perempuan yang dibawah umur tanpa persetujuan orang tuanya atau 
walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk 
memiliki perempuan itu baik dengan perkawinan maupun tanpa perkawinan.” 
Berdasarkan analisis kasus tersebut diatas terdapat petunjuk tindak pidana yang 
dilakukan oleh tersangka lelaki Andi Firmansyah, karena terpenuhi unsur-unsur yang 
dirumuskan dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut: 
a. Barang siapa:  
Fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan 
keterangan tersangka Andi Firmansyah berdasarkan alat bukti sebagai berikut: 
1) Saksi 1 (korban) Sdri. Amelia Ashari binti Muh. Yusuf menjelaskan 
bahwa benar dirinya telah dibawa pergi tersangka saudara Andi 
Firmansyah. 
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2) Saksi 2 Sdr. Muh. Yusuf menjelaskan bahwa yang dilaporkan oleh saksi 
telah membawa lari anaknya yang masih dibawah umur yaitu saudara 
Andi Firmansyah. 
3) Saksi 3 Sdr. Chairul Iksan menjelaskan yang membawa pergi korban 
saudari Amelia Ashari adalah saudara Andi Firmansyah. 
4) Saksi 4 Sdri. Nur Anisa Amir Als Icha menjelaskan yang benar yang telah 
membawa pergi korban saudari Amelia Ashari adalah saudara Andi 
Firmansyah. 
5) Tersangka Sdr. Andi Firmansyah menjelaskan bahwa benar tersangka 
telah membawa pergi korban saudari Amelia Ashari. 
b. Melarikan perempuan yang belum dewasa, tidak dengan kemauan  
orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu  
sendiri: 
Fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan 
keterangan tersangka Andi Firmansyah berdasarkan alat bukti sebagai berikut. 
1) Saksi 1(Korban) Sdri. Amelia Ashari binti Muh. Yusuf menjelaskan 
bahwa benar dirinya telah dibawa pergi tersangka saudara Andi 
Firmansyah tanpa sepengetahuan orang tuanya melainkan atas 
kehendaknya sendiri yang mana umur korban saat itu adalah 14 tahun. 
2) Saksi 2 Sdr. Muh Yusuf menjelaskan bahwa yang dilaporkan oleh saksi 
telah membawa lari anaknya yang masih dibawah umur yaitu saudara 
Andi Firmansyah dimana pada saat itu tersangka tidak meminta izin 
kepada saksi selaku bapak kandung korban sedangkan umur korban masih 
14 (empat belas) tahun. 
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3) Saksi 3 Sdr. Chairul Iksan menjelaskan yang membawa pergi korban 
saudari Amelia Ashari adalah saudara Andi Firmansyah tanpa seizin 
dengan orang tuanya melainkan atas keinginannya sendiri yang mana 
korban masih merupakan anak dibawah umur atau 14 (empat belas) tahun. 
4) Saksi 4 Sdri. Nur Anisa Amir Als Icha menjelaskan yang benar yang telah 
membawa pergi korban saudari Amelia Ashari adalah saudara Andi 
Firmansyah tanpa seizin orang tuakorban melainkan atas keinginan korban 
sendiri yang mana umur korban pada saat itu adalah 14 (empat belas) 
tahun. 
5) Tersangka Sdr. Andi Firmansyah menjelaskan bahwa benar tersangka 
telah membawa pergi korban saudari Amelia Ashari namun sebelumnya 
tidak meminta izin kepada orang tua korban yang mana korban masih 
merupakan anak dibawah umur. 
c. Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan nikah maupun 
tidak dengan nikah: 
d. Fakta 
- fakta yang dapat diungkap berdasarkan keterangan saksi 
- saksi dan keterangan tersangka Andi Firmansyah  berdasarkan alat bukti 
sebagai berikut. 
1) Saksi 1 (Korban) Sdri. Amelia Ashari binti Muh Yusuf menjelaskan 
bahwa benar dirinya telah dibawa pergi tersangka saudara Andi 
Firmansyah ke Kab. Takalar menginap selama satu malam tanpa 
sepengetahuan orang tuanya melainkan atas kehendak korban sendiri 
yang mana antara korban dan tersangka telah menjalin hubungan 
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pacaran dan telah tidur bersama di ruang tamu dimana pada saat itu 
tersangka memeluk serta meraba payudara korban. 
2) Saksi 2 Sdr. Muh Yusuf menjelaskan bahwa benar saudara Andi 
Firmansyah telah membawa pergi korban menginap di Kab. Takalar 
selama satu malam dimana saat itu saksi sangat mengkhawatirkan 
keberadaan korban selaku anak kandungnya. 
3) Saksi 3 Sdr. Chairul Iksan dan Sdri. Nur Anisa Amir Als Icha 
menjelaskan benar tersangka saudara Andi Firmansyah telah menjalin 
hubungan pacaran dengan korban dan menginap bersama di Kab. 
Takalar selama satu malam dimana pada malam itu tersangka dan 
korban tidur bersama. 
4) Tersangka Sdr. Andi Firmansyah membawa korban ke Kab. Takalar 
menginap selama satu malam tanpa sepengetahuan orang tua korban 
melainkan atas kehendak korban sendiri yang mana antara korban dan 
tersangka telah menjalin hubungan pacaran dan telah tidur bersama di 
ruang tamu. 
Dengan demikian, tersangka saudara Andi Firmansyah telah terbukti 
melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tua/walinya 
tetapi dengan kemauan orang itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan 
itu, baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP. 
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B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa 
Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Yang Belum Dewasa Yang 
Dilakukan Oleh Anak 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan 
diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan hakim tentunya sangat 
berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. 
Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat 
bukti, syarat subjektif dan syarat ojektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan 
pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan 
terdakwa. 
Dalam amar putusan, hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa : 
a) Menyatakan terdakwa Andi Firmansyah telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa pergi seorang 
wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tua atau walinya tetapi 
dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan 
terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan”; 
b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Firmansyah oleh karena itu 
berupa pembinaan di luar Lembaga, dalam hal ini di Departemen Sosial untuk 
mengikuti Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) 
bulan; 
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c) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
diperhitungkan sebagai masa Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Kerja 
yang telah dijalani oleh terdakwa; 
d) Menetapkan agar supaya terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rutan untuk 
mengikuti Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Kerja di Departemen Sosial; 
e) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu 
rupiah);  
Berikut ini penulis akan menguraikan hal-hal yang menjadi pertimbangan 
hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar, yaitu sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum 
dengan surat dakwaan tertanggal 15 April 2015 melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1e 
KUHP. Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari surat dakwaannya 
tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah yaitu 1. 
Amelia Ashari binti Yusuf, 2.Muh.Yusuf, 3. Chairul Iksan yang pada pokoknya 
sebagaimana dalam berita acara; Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Andi 
Firmansyah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana 
dalam berita acara dipersidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, 
barang bukti, keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta-fakta 
sebagai berikut: 
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana “Membawa pergi 
seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tua atau walinya 
tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan 
terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan”;  
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- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat 
dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya 
melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP; 
Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi 
pidana, maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang 
jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa 
sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih 
dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan: 
-     Hal-hal yang memberatkan: 
Perbuatan terdakwa membuat keluarga korban khawatir. 
- Hal-hal yang meringankan: terdakwa sopan di depan persidangan, 
terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa masih 
berusia muda (16 tahun).  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan,  maka 
lamanya terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan dan terdakwa tersebut dinyatakan tetap berada dalam tahanan; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka oleh 
karena itu terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara; 
Berdasarkan pada apa yang ditemukan oleh penulis baik itu melalui proses 
wawancara dengan hakim anak maupun studi kasus kepustakaan mengenai hal yang 
diteliti oleh penulis, maka penulis membuat kesimpulaan bahwa sebelum menetapkan 
atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta 
yang terungkap dipersidangan, pertimbangan yuridis dan sosiologis, keadaan dan 
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latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan 
tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.  
Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, penulis melakukan wawancara 
kepada hakim di Pengadilan Negeri Makassar yaitu Suparman Nyompa, SH.,MH 
selaku pengganti dari hakim yang bersangkutan memberikan gambaran mengenai 
perkara yang melibatkaan anak selaku pelaku tindak pidana: Penulis berpendapat 
bahwa putusan Hakim dalam Putusan Nomor: 99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS telah 
tepat dimana hakim sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu telah 
mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari 
terdakwa, serta melihat kondisi anak yang masih bisa diperbaiki masa depannya, anak 
tidak meresahkan masyarakat, mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan lagi 
bermasalah dengan hukum. 
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari 
Perempuan Yang Belum Dewasa Yang Dilakukan Oleh Anak 
 Pengertian pidana adalah suatu nestapa yang ditimpakan Negara kepada 
orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Nestapa adalah sebuah rasa sedih 
atau kesedihan. Pihak yang dapat menimpahkan nestapa itu tidaklah setiap orang, 
tetapi adalah kewenangan dari Negara untuk dapat menimpahkan atau 
menjatuhkannya kepada orang yang melakukan indak pidana. Pidana itu haruslah 
memberikan manfaat, sehingga memberikan reventif yang ditujukan kepada pelaku 
tindak pidana itu, artinya bagi pelaku tindak pidana dengan djatuhkannya pidana, dia 
menjadi takut untuk melakukan lagi tindak pidana pada masa yang akan datang. 
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 Di sisi lain, manfaat pidana tersebut juga dapat mencegah masyarakat 
melakukan tindak pidana , artinya dengan dijatuhi pidana pada pelaku yang telah 
melakukan tindak pidana diharapkan orang yang tidak melakukan tindak pidana agar 
menjadi takut untuk melakukan tindak pidana. Begitu pun hal nya dengan Hukum 
Islam yang dimaksud dengan Hukum Ta’zir adalah Hukuman atas pelanggaran yang 
tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-qur’an dan Hadis yang bentuknya sebagai 
hukuman ringan. Hukum Ta’zir diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan 
jinayah/kejahatan yang belum memenuhi syarat untuk dihukum had atau tidak 
memenuhi syarat membayar diyat sebagai hukum ringan untuk menebus dosanya 
akibat dari perbuatannya. 
  Nabi bersabda tidak boleh dipukul ditas 10 kali cambuk kecuali hukuman 
yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi Ta’zir hukuman yang lebih ringan yang 
kesemuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim misalnya karena berjudi, 
berkelahi, mengejek, mengganggu orang lain, dan termasuk pula memalsukan berat 
timbangan dan lain-lain. 
  Di dalam fiqih jinayah, pembahasannya menyangkut permasalahan seputar 
pelanggaran syari’at dan hak asasi manusia, khususnya sesama kaum muslim. Sebab, 
fiqih jinayah itu sendiri merupakan ilmu yang membahas pemahaman tentang hukum 
syara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan 
hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci, atau dengan kata lain hukum 
pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan 
hukumannya. Pengertian pidana adalah suatu nestapa yang ditimpakan negara kepada 
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orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana itu haruslah memberikan 
manfaat, sehingga memberikan preventif yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana 
itu, artinya bagi pelaku tindak pidana dengan dijatuhkannya pidana, dia menjadi takut 
untuk melakukan lagi tindak pidana pada masa yang akan datang. Di sisi lain, 
manfaat pidana tersebut juga dapat mencegah masyarakat melakukan tindak pidana, 
artinya dengan dijatuhi pidana pada pelaku yang telah melakukan tindak pidana 
diharapkan orang yang tidak melakukan tindak pidana menjadi takut untuk 
melakukan tindak pidana. 
 Di dalam fiqh jinâyah, pembahasannya menyangkut permasalahan-
permasalahan seputar pelanggaran syariat dan hak asasi manusia, khususnya sesama 
kaum muslim. Sebab, fiqh jinâyah itu sendiri merupakan ilmu yang membahas 
pemahaman tentang hukum shara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang 
dilarang (jarîmah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci, atau 
dengan kata lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur 
masalah tindak pidana dan hukumannya.  
 Fiqh jinâyah ini mengkaji seputar permasalahan yang berkaitan dengan 
pelanggaran syariat dan hak asasi manusia demi menciptakan ketenangan dan 
ketenteraman dalam hidup bermasyarakat. Macam-macam hukum yang masuk ke 
dalam pembahasan kajian fiqh jinâyah ini sangatlah banyak, yaitu semua hukum 
tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran syariat dan hak asasi manusia 
dengan mengedepankan akhlah yang luhur. Secara garis besar, hukum-hukum 
tersebut dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu hukum qisâs dan diyat, hukum had 
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atau hudûd, dan hukum ta’zîr. Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan 
menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, 
karena Islam itu sebagai rahmah li al-’âlamîn, untuk memberi petunjuk dan pelajaran 
kepada manusia. Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari al-Qur’an, hadis, 
atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk 
kasus ta’zîr, Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan 
kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa: 
”Seseorang tidak menanggung dosanya orang lain”. Terakhir, hukuman itu harus 
bersifat umum, maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama di 
hadapan hukum. 
Hal-hal yang mempengaruhi hukuman, seperti telah diketahui, pada 
prinsipnya al-Qur’an merupakan norma-norma dasar. Oleh karena itu, dalam 
menentukan hukuman, al-Qur’an memberikan pola dasar yang umum. Pemberian 
pola yang dasar tersebut memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk 
menyesuaikan dengan kondisi masyarakat tersebut. Namun demikian, syariat 
menentukan beberapa jenis perbuatan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan. Jenis 
kejahatan yang telah ditentukan syariat dan telah ditentukan pula hukumannya itu 
sangat terbatas, yaitu jenis-jenis tindak pidana yang masuk dalam kelompok hudûd 
dan qisâs atau diyat yang jumlahnya tidak lebih dari dua belas jenis. 
Dalam Perbuatan tindak pidana tersebut perbuatan terdakwa telah melanggar 
asusila dimana antara terdakwa dan Siti Uswatun Hasanah telah melakukan hubungan 
layaknya suami istri sebeluma akad pernikahan dimana dalam hukum Islam dikenal 
dengan perbuatan zina yaitu zina gair muhsan karena perbuatan tersebut anatara 
63 
 
terdakwa dan koban sama-sama belum ada ikatan pernikahan dengan orang lain. 
Dalam hukum Islam perbuatan zina yaitu ada 2 zina muhson (zina yang dilakukan 
dengan adanya ikatan pernikahan dengan orang lain) dan zina gair muhsan 
(perbuatan zina yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan dengan orang lain). 
Mengenai sanksi tentang perbuatan zina yang dilakukan terdakwa dengan korban 
yaitu telah dijelaskan berdasarkan firman Allah dibawah ini, yaitu zina didera atau 
cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat al-Nur ayat 2 yang artinya: 
“Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah 
merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan 
hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah 
dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-
orang yang beriman. 
Inilah yang dimaksudkan al-Qur’an agar manusia bukan sekedar terlarang 
melakukan perzinahan akan tetapi proses yang mendorong ke arah perzinahan 
(senggama di luar nikah) juga dilarang, karena tahu persis bagaimana karakter 
seksualitas manusia yang sebenarnya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, 
sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” 
Begitu bahayanya tindak kejahatan zina ini, sampai-sampai al-Qur’an 
memperhatikannya secara khusus, sebab perbuatan ini sangat popular di kalangan 
jahiliyah, sebagaimana halnya minum khamr, sehingga pelarangannya pun dilakukan 
secara bertahap. 
Dari definisi tersebut dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan 
balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang 
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lain menjadi korban akibat perbuatannya. Adapun dasar penjatuhan hukuman tersebut 
antaranya Q.S. Shad ayat 26 yang artinya: 
“ Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 
muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan 
jangalah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 
Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab 
yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.  Dalam hukum Islam, sejak 
abad ketujuh masehi, perbuatan perbuatan tersebut sudah dilarang secara tegas, 
kenyataan-kenyataan ini sebenarnya jelas memperkuat pandangan syariat Islam, 
bahwa zina bukan hanya urusan pribadi yang menyinggung hubungan individu 
semata-mata, melainkan pula mempunyai dampak negatif bagi masyarakat. Oleh 
karena itu, sungguh tepatlah apabila syariat Islam melarang semua bentuk perbuatan 
zina, baik yang dilakukan oleh gadis dengan jejaka secara sukarela, maupun oleh 
orang-orang yang sudah bersuami atau beristeri. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan 
sebagaimana  terurai  pada  bab sebelumnya,   dalam   penulisan  proposal  ini   
dapat diambil  beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut : 
Berdasarkan uraian  penulis  diat.as, maka  penulis  dapat  berkesimpulan   
yaitu, sebagai  berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materil  putusan nomor 99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS 
telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 
terhadap terdakwa memiliki banyak pertimbangan, mulaidari tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum, terpenuhinya seluruh unsur-unsur dakwaan penuntut umum 
sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
sehingga terdakwa harus mem pertanggung jawabkan perbuatannya. 
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana Perkara 
Putusan Nomor: 99/ Pid. Sus. Anak/ 2015/ PN. MKS berdasarkan pertimbangan 
Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan berupa Pembinaan di 
luar lembaga dalam hal ini di Departemen Sosia luntuk mengikuti Pembinaan, 
Pendidikan, dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan Hakim dalam 
menjatuhkan Putusan tersebut tentunya bukan tanpa alasan, karena hakim juga 
turut mempertimbangkan dari segi usia, melihat kondisianak yang masih bias 
diperbaiki masa depannya, kondisi psikologis anak, tidak meresahkan masyarakat, 
dan belum pernah berurusan dengan hukum. 
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3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana 
membawa lari perempuan yang belum dewasa dilakukan oleh anak ialah Pidana 
itu harus memberikan manfaat Agar pelaku yang dijatuhkan pidana Menjadi 
Takut untuk melakukan lagi tindak pidana, dan juga agar dapat mencegah 
masyarakat melakukan tindak pidana, yang dimana dalam Hukum Ta’ziR 
Hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam AL-
QUR’AN dan Hadist yang bentuknya sebagai Hukuman Ringan diperuntukkan 
bagi seseorang yang melakukan jinayah/kejahatan yang belum memenuhi syarat 
untuk dihukum, tidak memenuhi syarat membayar diyat/denda sebagai hukum 
ringan untuk menebus dosa nya.  
B.   Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan  dengan   penulisan 
skripsi  ini adalah  : 
1. Perlunya peningkatan koordinasi, profesionalitas, sarana serta prasarana dalam 
memberikan perlindungan hukum sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi.. 
2. Penegakan  kembali  seluruh  asas  yang  telah  diatur  sebagai  perlindungan 
hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.. 
3. Terhadap perkara tindak pidana membawa lari perempuan yang pelakunya adalah 
anak, dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap anak harus 
diperlakukan dengan cara kekeluargaan dan tetap mempertimbangkan 
latarbelakang kehidupan social anak saat ini dalam upaya memberikan 
perlindungan terhadap anak. 
4. Untuk masyarakat pada umumnya dan terutama para orang tua pada khususnya 
agar memperhatikan pergaulan anak-anak mereka serta mengontrol kegiatan anak 
mereka di luar rumah, dan memberitahukan pengetahuan sedikit banyaknya 
tentang bahaya pergaulan dan dampak yang ditimbulkannya. 
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